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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik
dan mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan
penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip,
kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh
suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional, maka
perlu melakukan penataan kembali pedoman kode klasifikasi
arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin
tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor- 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



denetapkan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022

tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip;

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2021 Nomor S );

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Merangin.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan  perseorangan dalam = pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.

6. Kasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan

masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman

untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

9. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal
suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu
menyusun tata letak identitas arsip.

10. Pencipta Arsip adalah pemerintah Daerah sebagai satu
kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.

11.Kode adalah tanda pengenal masalah Kode klasifikasi arsip
adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi
tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi
sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat
penyimpanannya.

12.Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit
pengolah yang mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis
dengan huruf ditempatkan di belakang nomor urut.

13. Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat
dipakai tersendiri, adalah merupakan bentuk penyajian dari
masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul
berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di
belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
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BAB II
KODE KLASIFIKASI
Pasal 2

(1) Klasifikasi Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan
acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
rangka pengelolaan arsip dinamis.

(2) Kode Klasifikasi Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah dalam
menggunakan kode Kklasifikasi dengan dalam bentuk
angka/numeric.

(3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit
kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan
arsip.

Pasal 3
Ketentuan mengenai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 28 me! 2024

Pj. BUPAT\MERANGIN,

iundangkan di Bangko
ada tanggal g me! 2024

' EKRETARIS D UPATEN MERANGIN,

FAJ

3ERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR ( 2.



